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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekosistem sungai di Banjarmasin. Peran
guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam perspektif
Kewarganegaraan Lingkungan perlu dioptimalkan. Namun belum diketahui dan
belum ada penelitian terhadap tingkat dan dimensi kewarganegaraan lingkungan
di tingkat Sekolah Menengah Pertama, khususnya terhadap guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui kuesioner,
wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kriteria dan
kategori Tingkat Kewarganegaraan Lingkungan berdasarkan kategori dari
Karetekin. Temuan penelitian menunjukkan tingkat kewarganegaraan lingkungan
guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara keseluruhan berada pada
level sedang, terutama dalam indikator sikap warga negara lingkungan yakni
menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak
mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang di masa depan berada dalam
tingkat yang sangat rendah. Tingkat Kewarganegaraan lingkungan guru
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum mencapai tingkat yang
memuaskan, karena masih masih berada pada tingkat sedang dan rendah.
Rekomendasi dalam penelitian ini perlu penguatan dan penegakkan nilai-nilai
ekologis melalui sistem pendidikan yang secara konsisten memperkuat nilai-nilai
ekologis. dan memungkinkan perilaku pro-lingkungan dan pada gilirannya
memberikan penguatan untuk nilai-nilai ekologis.
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Ecological Citizenship Competency Levels of Pancasila and Citizenship Education
Teachers in Junior High Schools. This research is motivated by the condition of the river
ecosystem in Banjarmasin. The role of Pancasila and Citizenship Education teachers in
the perspective of Environmental Citizenship needs to be optimized. However, it is not yet
known and there has been no research on the levels and dimensions of environmental
citizenship at the junior high school level, especially on Pancasila and Citizenship
Education teachers. This research approach is quantitative research. Data and
information collection techniques were carried out through questionnaires, interviews and
documentation studies. The data analysis technique uses the criteria and categories of
Environmental Citizenship Level based on the category from Karetekin. The research
findings show that the level of environmental citizenship of Pancasila and Citizenship
Education teachers as a whole is at a moderate level, especially in terms of the attitude of
environmental citizens, namely using more natural resources than we need, not
threatening the health and welfare of people in the future, which is at a low level. very low.
The level of citizenship in the environment of Pancasila and Citizenship Education
teachers has not yet reached a satisfactory level, because they are still at medium and low
levels. The recommendations in this study need to strengthen and enforce ecological values
through an education system that consistently reinforces ecological values. and enabling
pro-environmental and destructive behavior to provide reinforcement of ecological values.
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Pendahuluan

Krisis lingkungan global saat ini dengan berbagai masalah lingkungan global seperti
perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi membuat kewarganegaraan
lingkungan menjadi suatu keharusan. Kewarganegaraan lingkungan sangat penting dalam
penelitian keberlanjutan. Kekritisan terhadap krisis lingkungan yang diamati membutuhkan
warga lingkungan yang cakap dan kompeten yang dapat bertindak sebagai agen perubahan
untuk mencapai keberlanjutan. Memberdayakan orang untuk menjadi warga lingkungan sangat
penting untuk mengatasi masalah lingkungan saat ini dan kondisi keberlanjutan yang
diperlukan (Hadjichambis dan Hadjichambi, 2020).

Masalah lingkungan menjadi persoalan besar sekarang ini di Indonesia. Menurut Survei
Litbang Koran Sindo (2018), terdapat 10 problem besar lingkungan di Indonesia, yakni sampah
(40%), banjir (20%), sungai tercemai (1%), pemanasan global (10%), pencemaran udara (6%),
rusaknya ekosistem laut (4%), sulitnya air bersih (3%), kerusakan hutan (2%), abrasi (2%), dan
pencemaran (2%). Nada yang sama dikemukakan oleh Nahruddin (2018) bahwa isu-isu strategis
permasalahan lingkungan hidup terdiri dari ilegal loging, pertambangan illegal, pencermaran
laut, dan alih fungsi lahan pertanian.

Sementara di Kalimantan Selatan, isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan adalah
persoalan Meratus, lubang tambang, dan kabut asap (Rifani, 2019). Selain itu kondisi lingkungan
sudah memprihatinkan, kerusakan terus bertambah, karena kegiatan pertambangan, usaha
perkebunan dengan pembukaan lahan yang kurang terkendali atau mematuhi ketentuan
sebagaimana Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup (Hasan, 2015), bahkan Indeks
kualitas lingkungan Kalimantan Selatan terburuk di Kalimantan dan menempati urutan 26 dari
33 provinsi di Tanah Air. (Susanto, 2017).

Sebagai lingkungan yang sebagian besar berbasis lahan basah, termasuk sungai. Kondisi
sungai-sungai besar di Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir mengalami pencemaran
berat, yakni sungai Barito, sungai Martapura dan sungai Nagara (PPKL KLHK RI, 2019).
Penyebabnya adalah tak terkendalinya jumlah bakteri fecal coliform serta total coliform yang
datang dari limbah kotoran hewan dan manusia, terutama banyaknya jamban di sungai, dan
aktivitas pembuangan limbah pertambangan batu bara secara serampangan juga menjadi biang
masalahnya. (DLHD Kalimantan Selatan, 2018).

Untuk daerah Banjarmasin, masalah-masalah lingkungan berhubungan dengan
“sakitnya” sejumlah sungai, karena tingginya tingkat keasaman, akibat eksploitasi lahan
gambut, seperti masifnya lahan sawit, persawahan dan pemukiman, kandungan bakteri coli
yang sangat tinggi di atas ambang normal, tingkat kekeruhan sungai di Banjarmasin yang
terkontaminasi lumpur akibat erosi dan kerusakan hutan wilayah hulu. Kondisi sungai di
Banjarmasin sudah dalam kategori gawat dan di ambang batas tercemar berat. Selain itu
ekosistem sungai mulai terancam, karena kebiasaan buruk warga membuang sampah ke sungai,
jika dahulu berupa limbah rumah tangga berupa sayuran dan ikan, sekarang berupa limbah
plastik. (Rizky Irmita, 2018).

Penyebab utama terjadinya masalah-masalah kerusakan lingkungan adalah kurangnya
kesadaran warga negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, serta disebabkan oleh
perilaku warga negara yang salah terhadap lingkungan (Prasetiyo dan Budimansyah, 2016;
Sudarmadi dkk, 2011; Rizky Irmita, 2018). Dalam menghadapi masalah kerusakan lingkungan
dan pengelolaannya, dituntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat
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sebagai warga negara. Di negara Indonesia, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan
hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No 23 Tahun 1997 tentang
pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang
berhak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan.

Partisipasi dan tanggung jawab warga negara amat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian
lingkungan sebagai wujud kesadaran terhadap hak, kewajiban, keberlanjutan dan keadilan
ekologis, sebab manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan
perkembangan konsep kewarganegaraan yang tidak lagi mengacu kepada konsep
kewarganegaraan klasik dari T.H. Marshall yang berdimensi sipil, politik, dan sosial (Abowitz
dan Harnish, 2006), atau legal, politik dan sosial (lija, 2011), tetapi telah melintasi dimensi-
dimensi yang lain, seperti sosial, ekonomi dan politik (MacCregor et al., 2005), kultural
(Rosaldo, 1994; Ong, 1996), dan lingkungan (Jagers dan Martisson, 2010).

Kewarganegaraan ekologis pada hakikatnya meliputi pemahaman tentang isu-isu
ekologi, hak-hak, tanggung jawab warga negara dalam isu lingkungan hidup, maka tindakan
yang dilakukan tidak hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga untuk mempromosikan
interaksi manusia yang positif dan berkelanjutan dengan lingkungan sekitar (Berkowitz dkk,
2005:227; Clarke & Agyeman, 2011:1775; Latta, 2007:18; Gabrielson & Cawley, 2010:605; Gebbels,
Evans, & Delany, 2011:13). Dalam kajian terdahulu yang dilakukan oleh MacPherson (2005)
mengemukakan bahwa nilai-nilai ekologis, inkuiri interdisipliner, dan praktik secara refleks
dengan pedagogi afektif harus ada dalam pendidikan kewarganegaraan lingkungan. Sedangkan
dalam kajian Dobson (2003) yang mendukung integrasi pendidikan lingkungan dan pendidikan
kewarganegaraan, dan diimplementasikan oleh para guru di sekolah-sekolah. Guru memainkan
peran penting dalam menumbuhkan warganegara-warganegara lingkungan yang membela tata
sosial yang baru.

Tingkat kewarganegaraan ekologis mengacu pada skala kewarganegaraan ekologis, yang
baru saja dikembangkan oleh Hadjichambis dan Hadjichambi (2020), mengacu kepada faktor;
1) kegiatan sebagai warga negara lingkungan di masa dulu dan sekarang, 2) kompetensi-
kompetensi dari warga negara lingkugan, 3) kegiatan sebagai warga negara lingkungan di masa
depan. Hadjichambis dan Reis (2020) telah menyarankan bahwa kewarganegaraan lingkungan
harus dikonseptualisasikan untuk pendidikan abad ke-21. Kompetensi-kompetensi yang
hendaknya dimiliki oleh guru dan siswa sebagai warga negara lingkungan berbasis
kewarganegaraan lingkungan adalah terdiri dari pengetahuan, konsepsi-konsepsi,
keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai sebagai warga negara lingkungan.
Sementara kegiatan-kegiatan sebagai warga negara lingkungan meliputi Tindakan di masa lalu,
sekarang dan akan datang, baik di dalam sekolah, di luar sekolah. Tingkat kewarganegaraan
ekologis bisa dikur melalui beberapa hal mulai dari kegiatan, pengetahuan, konsepsi perilaku,
keterampilan, sikap, nilai-nilai, dan tindakan partisipasi baik itu partisipasi dalam ruang
lingkup sekolah, luar sekolah dan sebagai agen perubahan.

Kajian kewarganegaraan lingkungan terkait dengan lingkungan sungai, terutama di
Kalimantan Selatan, amat terbatas, baru kajian implementasi karakter peduli lingkungan sungai
berbasis ekologis melalui program Adiwiyata di SDN 1 Basirih (Reja Fahlevi, Fathul Jannah, dan
Raihanah Sari, 2020). Namun hasil penelitian itu hanya mendeskripsikan bahwa karakter peduli
lingkungan sudah terintegrasi dalam program Adiwiyata, belum mengukur tingkat dan dimensi
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kewarganegaraan lingkungan siswa, apalagi para gurunya. Selain itu belum ada penelitian
terhadap tingkat dan dimensi kewarganegaraan lingkungan di tingkat SMP, khususnya
terhadap guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan kuantitatif dengan
menggunakan metode survei. Populasi penelitian adalah guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) SMPN di bantaran sungai kota Banjarmasin. Sampel lokus penelitian
ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu SMPN yang terletak di bantaran sungai di
kota Banjarmasin. Responden penelitian adalah guru PPKn yang ditentukan dengan teknik
purposive sampling, yakni guru yang mengajar PPKn di SMPN yang menjadi lokus penelitian.
Dari pendataan jumlah guru PPKn di 35 SMPN diperoleh sebanyak 48 orang. Teknik
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah Kuesioner
Kewarganegaraan Lingkungan. Untuk mengukur Tingkat dan Dimensi Kewarganegaraan
Lingkungan menggunakan kriteria dan kategori Tingkat Kewarganegaraan Lingkungan
berdasarkan kategori dari Karetekin (2018), yakni: skor Mean 1.00 - 1.80 (Hampir tidak
pernah/Sangat Rendah); 1.81 - 2.60 (Jarang/Rendah); 2.61 - 3.40 (Kadang-kadang/Sedang); 3.41
— 4.20 (Biasanya/Tinggi); dan 4.21 - 5.00 (Selalu /Amat Tinggi).

Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian dan pembahasan ini berisi mengenai tingkat kompetensi

kewarganegaraan ekologis yang diukur dari tingakat pengetahun warga negara terhadap
lingkungan, konsep perilaku warga negara, keterampilan warga negara, sikap warga negara, dan
nilai-nilai warga negara yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Indikator-indikator
tersebut berdasarkan pemikiran dari Hadjichambis dan Reis (2020) Kompetensi-kompetensi
kewarganegaraan ekoloigs yang hendaknya dimiliki oleh guru sebagai warga negara lingkungan
berbasis kewarganegaraan ekologis adalah terdiri dari pengetahuan, konsepsi-konsepsi,
keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai sebagai warga negara lingkungan.
Tabel 1 Tingkat Pengetahuan Warga Negara Ekologis

No. Pengetahuan untuk Warga Negara Ekologis X SD  Tingkat
1 Bagaimana berkontribusi pada pencegahan masalah

lingkungan 3,00 0,771 Sedang
2 Bagaimana berkontribusi pada pemecahan masalah

lingkungan 2,03 0,726 Sedang
3  Bagaimana mengembangkan hubungan yang sehat dengan

alam 3,08 0,738 Sedang
4  Bagaimana berkontribusi pada pencapaian lingkungan yang

keberlanjutan 2,87 0,788 Sedang
5 Apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban lingkungan dari

warganegara 3,20 0,797 Sedang
6 Bagaimana menilai penyebab struktural dari kerusakan

lingkungan dan akar masalahnya 2,89 0,928 Sedang
7 Bagaimana untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat 3,14 0,743 Sedang
8 Bagaimana mempromosikan antar dan inter-generasi

keadilan 2,68 0,902 Sedang
9 Bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring

[network] di tingkat lokal (komunitas, kota, daerah) 2,45 0,988 Rendah
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10 Bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring

[network] di tingkat nasional 2,27 1,026 Rendah
1 Bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring
[network] di tingkat global 235 1,175 Rendah

2,81 0,335 Sedang

Data tentang kompetensi guru PPKn sebagai Warga Negara Lingkungan, berupa
pengetahuan rata-rata berada pada tingkat yang sedang, atau kadang-kadang saja dilakukan.
Namun pada pengetahuan tentang bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring
[network] di tingkat lokal (komunitas, kota, daerah), di tingkat nasional, dan di tingkat global
masih berada pada tingkat yang rendah, atau jarang dilakukan. kompetensi pengetahuan adalah
bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring [network] di tingkat lokal [komunitas,
kota, daerah], nasional dan global. Sementara kompetensi sikap adalah menggunakan lebih
banyak sumber daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan
kesejahteraan orang di masa depan.

Temuan penelitian dari kompetensi pengetahuan yang berada pada level rendah adalah
bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring [network] di tingkat lokal [komunitas,
kota, daerah], nasional dan global, menunjukkan masih kurangnya dilakukan kegiatan dan
jejaring di tingkat lokal, nasional dan global, karena kurangnya pengetahuan, pemahaman,
kepekaan dan pengalaman dalam literasi kewarganegaraan. Literasi kewarganegaraan adalah
kemampuan untuk menggunakan pemahaman tentang sistem sosial (politik, ekonomi, dll.),
keterampilan dan kebiasaan berpikir untuk berpartisipasi dalam dan/atau mempelajari
masyarakat (Berkowitz et al 2005; Olson dan Worsham, 2012). Kewarganegaraan Lingkungan
mengacu pada tindakan pro-lingkungan baik di depan umum (pola konsumsi, aksi-aksi politik,
partisipasi aktif, dll.) dan pribadi (mendaur ulang, melestarikan sumber daya, dll.) domain yang
dilakukan oleh warga negara dan didorong oleh keyakinan akan keadilan distribusi sumber daya
publik (Dobson, 2007).

Tabel 2 Tingkat Konsepsi Perilaku Warga Negara Ekologsi

No Konsepsi Perilaku Warga Negara Ekologis X SD Tingkat
Memberikan suara di setiap pemilihan nasional 3,64 0,483 Tinggi
2 Bergabung dengan partai politik 233 0,604 Rendah
Mengikuti isu lingkungan di koran, di radio, di TV, atau di
Internet 3,48 0,652 Tinggi
4  Menunjukkan rasa hormat kepada pemerintah 3,54 0,582 Tinggi
5 Terlibat dalam diskusi-diskusi lingkungan 3,00 0,905 Sedang
6  Melakukan upaya pribadi untuk melindungi sumber daya
alam (misalnya, melalui penghematan air atau daur ulang
sampah) 3,7. 0,581  Tinggi
7  Menghormati hak orang lain untuk memiliki pendapatnya
sendiri 3,58 0,871 Tinggi
8 Mendukung orang-orang yang lebih buruk dari kamu 217 1,136 Rendah
9 Terlibat dalam kegiatan untuk membantu orang-orang di
negara-negara miskin 3,06 0,697 Sedang
10 Berpartisipasi dalam protes damai menentang hukum yang
diyakini tidak adil 3,3 0,890 Sedang
1 Mengikuti isu lingkungan di koran, di radio, di TV, atau di
Internet 3,42 0,539 Tinggi
12  Menunjukkan rasa hormat kepada pemerintah 3,60 0,494 Tinggi

3,23 0,508 Sedang
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Data tentang kompetensi guru PPKn berupa Konsepsi Perilaku Warga Lingkungan rata-rata
berada pada tingkat yang sedang, atau kadang-kadang saja dilakukan. Namun pada konsepsi
bergabung dengan partai politik berada pada tingkat yang rendah, atau jarang dilakukan.
Sementara pada konsepsi mendukung orang-orang yang lebih buruk, pilihannya memang
benar, berada pada tingkat yang rendah.

Kompetensi konsepsi perilaku adalah bergabung dengan partai politik. Sedangkan untuk
posisi rendah, dalam perspektif positif adalah untuk kompetensi konsepsi perilaku adalah
mendukung orang-orang yang lebih buruk , dan kompetensi nilai-nilai dalam hal memiliki
kekuasaan terhadap orang lain. Kewarganegaraan Lingkungan adalah perilaku penting dan
spesifik atau serangkaian perilaku dalam konteks tertentu termasuk lingkungan serta isu-isu
kewarganegaraan dan menunjukkan bahwa individu membutuhkan baik pengetahuan
lingkungan dan pengetahuan kewarganegaraan untuk mengembangkan Kewarganegaraan
Lingkungan mereka (Lalic, et al, 2020), diperkuat dengan pemahamannya (Hay, 2002),
kepekaan (Kollmuss dan Agyeman 2002). Menurut penelitian Chawla (1998), pengalaman
terpenting yang menentukan kepekaan lingkungan adalah pengalaman masa kanak-kanak di
alam, pengalaman pro-kerusakan lingkungan, nilai-nilai pro-lingkungan yang dipegang oleh
keluarga, organisasi pro-lingkungan, panutan (guru atau teman) dan pendidikan.

Tabel 3 Tingkat Keterampilan Warga Negara Ekologis

No. Keterampilan Warga Negara Ekologis X SD Tingkat

1 Mendiskusikan artikel surat kabar tentang konflik
lingkungan 3,15 0,504 Sedang

2 Perlihatkan sudut pandang kamu tentang isu lingkungan
yang kontroversial 2,03 0,783 Sedang

3  Mengorganisir sekelompok siswa untuk melakukan
perubahan-perubahan lingkungan di sekolah 3,25 0,758 Sedang

4 Mengikuti debat televisi tentang isu lingkungan yang
kontroversial 2,62 0,815 Sedang

5 Menulis surat atau email ke surat kabar yang memuat
pandangan anda tentang isu lingkungan saat ini 2,79 0,770 Sedang

6  Berbicara di depan kelas kamu tentang masalah lingkungan 3,52 0,545 Tinggi

3,04 0,327 Sedang

Data tentang kompetensi guru PPKn berupa Keterampilan Warga Negara Ekologis rata-rata
berada pada tingkat yang sedang, atau kadang-kadang saja dilakukan. Namun pada
keterampilan Berbicara di depan kelas kamu tentang masalah lingkungan ternyata berada pada
tingkat yang tinggi, atau sudah biasa melakukannya.

Unsur keterampilan warga negara menurut Steenbergen (1994) memainkan peran kunci bagi
kewarganegaraan lingkungan. Keterampilan menunjukkan adanya keterlibatan individu dan
masyarakat serta cara-cara mempengaruhi dalam proses pembuatan keputusan (Karatekin dan
Elvan, 2016), menunjukkan perilaku partisipatif dalam upaya untuk memenuhi tanggungjawab-
tanggungjawab dan kewajiban-kewajiban. Akyliz (2001) menjelaskan keterampulan dalam
perspektif hak-hak lingkungan seperti untuk mempengaruhi pembuatan, perubahan, proteksi
dan pembangunan berkelanjutan dari orang yang hidup dalam suatu lingkungan. Karena itu
partisipasi untuk resolusi problem-problem lingkungan adalah hak pada saat yang sama seperti
tanggung jawab sebagai suatu tugas (Karatekin, Kus dan Merey, 2013).
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Kewarganegaraan ekologis merupakan perilaku pro-lingkungan yang bertanggung jawab,
memiliki kompetensi, bertindak secara kritis-aktif dan berpartisipasi dalam masyarakat sebagai
agen perubahan, dalam ruang privat dan publik pada skala lokal, nasional dan global, melalui
tindakan individu dan kolektif menuju pemecahan masalah-masalah lingkungan kontemporer,
mencegah terciptanya masalah-masalah lingkungan baru, mencapai kemampuan berkelanjutan
dan mengembangkan hubungan yang sehat dengan alam. (ENEC 2018a). Kewarganegaraan
lingkungan merupakan mekanisme dari partisipasi politik dalam proses-proses pembuatan
keputusan (Martinho, Nicolau, Caeiro, Amador & Oliveira, 2010).

Tabel 4 Tingkat Sikap Warga Negara Ekologis

No. Sikap Warga Negara Ekologis X SD Tingkat
1 Menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang

kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan Sangat

kesejahteraan orang di masa depan 1,94 0,860 Rendah

2 Kami membutuhkan undang-undang dan peraturan yang
lebih ketat untuk melindungi lingkungan 3,62 0,489 Tinggi

3 Penting untuk mengambil tindakan terhadap masalah yang
berhubungan dengan perubahan iklim 3,35 0,483 Sedang

4  Setiap orang harus diberi kesempatan untuk memperoleh
pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk
hidup berkelanjutan 3,54 0,713 Tinggi

5 Kita yang hidup sekarang harus memastikan bahwa orang-
orang di masa depan nikmati kualitas hidup yang sama
seperti yang kita lakukan hari ini 3,46 0,824 Tinggi

6  Wanita dan pria di seluruh dunia harus diberi kesempatan
yang sama untuk pendidikan dan pekerjaan 3,60 0,689 Tinggi

7  Perusahaan-perusahaan memiliki tanggung jawab untuk
mengurangi penggunaan kemasan dan barang sekali pakai,
teermasuk plastik 3,65 0,8u  Tinggi

Penting untuk mengurangi kemiskinan 3,60 0,689 Tinggi

Perusahaan-perusahaan di negara kaya harus memberikan
kondisi yang sama kepada karyawannya di negara-negara
miskin, seperti di negara-negara kaya 3,29 0,713 Sedang

3.35 0,551 Sedang

Data tentang kompetensi guru PPKn berupa Sikap sebagai Warga Negara ekologis rata-
rata umumnya berada pada tingkat yang sedang, atau kadang-kadang saja dilakukan. Namun
dilihat secara mendetil, nampaknya bervariasi, tinggi, sedang, dan rendah. Sikap yang berada
pada tingkat rerata yang sangat rendah adalah menggunakan lebih banyak sumber daya alam
daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang di masa
depan.

Temuan level rendah dalam kompetensi sikap adalah menggunakan lebih banyak sumber
daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang
di masa depan, memperlihatkan sikap dan keyakinan memperlakukan ketidakadilan distribusi
terhadap sumber daya publik. Sikap lingkungan sebagai kecenderungan psikologis yang
diungkapkan dengan mengevaluasi lingkungan alam dengan beberapa derajat mendukung atau
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tidak (Milfont dan Duckitt, 2010). Banyak penelitian yang mendukung peran prediktif sikap
lingkungan, ketika menjelaskan perilaku lingkungan (Collado dan Corraliza, 2015; Cheng dan
Monroe, 2012; Grenhgj dan Thgersen, 2017).

Keyakinan merupakan inti dari semua perilaku manusia (Fishbein dan Ajzen, 20m).
Keyakinan terbentuk sebagian besar merupakan fungsi dari interaksi faktor lingkungan dan
sifat bawaan (Poskus, 2017; Fishbein dan Ajzen, 20m), melalui pendidikan, mengamati
lingkungan, karakteristik individu, pengalaman subjektif dan interpretasi, mempengaruhi
individu memahami informasi yang diterima dari lingkungan eksternal (Poskus, 2017).

Tabel 5 Tingkat Nilai-Nilai Warga Negara Ekologis

No. Nilai-nilai Warga Negara Ekologis X SD  Tingkat
1 Cegah pencemaran lingkungan 3,75 0,668 Tinggi
2 Lindungi lingkungan 3,73 0,676 Tinggi
3 Hormati alam 3,60 0,869 Tinggi
4  Bersatu dengan alam 3,42 0,739 Tinggi
5  Setiap orang memiliki kesempatan yang sama 3,52 o,771 Tinggi
6 Jaga mereka yang lebih buruk 2,60 1,223 Sedang
7  Setiap orang diperlakukan dengan adil 3,60 0,689 Sedang
8 Tidak ada perang atau konflik 3,39 0,939 Sedang
9  Bermanfaat untuk orang lain 3,58 0,767 Tinggi

10 Bersenang-senang 2,63 1,003 Sedang
11 Nikmati kesenangan hidup 3,00 0,825 Sedang
12 Lakukan hal-hal yang saya sukai 3,00 0,923 Sedang
13 Memiliki kontrol terhadap tindakan orang lain 2,81 0,891 Sedang
14  Memiliki kekuasaan terhadap orang lain 1,98 o,91 Rendah
15 Jadilah orang yang berpengaruh 2,60 0,854 Sedang

3,16 0,525 Sedang

Data tentang kompetensi guru PPKn berupa Nilai-nilai yang diyakini sebagai Warga
Negara Ekologis rata-rata umumnya berada pada tingkat yang sedang. Namun dilihat secara
mendetil, nampaknya bervariasi, tinggi, sedang, dan rendah. Sikap yang berada pada tingkat
rerata yang tinggi adalah Cegah pencemaran lingkungan, Lindungi lingkungan, Hormati alam,
Bersatu dengan alam, Setiap orang memiliki kesempatan yang sama, dan Bermanfaat untuk
orang lain. Sementara nilai-nilai yang berhubungan dengan Memiliki kekuasaan terhadap orang
lain, berada pada tingkat yang rendah.

Keyakinan membentuk nilai-nilai seseorang, namun berpotensi dapat dibentuk dan
diubah melalui pendidikan (Myyry et al, 2013; Krishnan, 2008; Chatard dan Selimbegovic, 2007),
orientasi nilai (Inglehart dan Baker, 2000), terutama nilai-nilai pro-lingkungan.
Kewarganegaraan Lingkungan pada intinya didasarkan pada nilai-nilai, seperti keadilan
distribusi sumber daya lingkungan, partisipasi masyarakat, dan kreasi bersama dari kebijakan
keberlanjutan, di antara yang lain (Schild, 2016), menghubungkan berbagai aksi pro-lingkungan
dengan nilai-nilai (Steg et al, 2014a, b; van der Werff et al, 2013, 2014); menyentuh beberapa
motivasi dan keyakinan masyarakat (yaitu norma sosial, Abrahamse dan Steg, 2013), merupakan
kunci untuk Warga Negara Lingkungan (Stern et al, 1999).

Banyak penelitian tentang bagaimana nilai berhubungan dengan komponen yang sangat
penting dari Kewarganegaraan Lingkungan- perilaku pro-lingkungan (Steg et al, 2014a, b;
Thegersen dan Olander, 2002), yakni empat orientasi nilai, yaitu, nilai hedonistik, egoistik,
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altruistik dan biosfer (Steg et al, 20m; Nordlund dan Garvill, 2002; Stern et al, 1999).
Menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang dibutuhkan adalah wujud dari
nilai hedonisti dan egoistik. Nilai hedonistik dan egoistik (Steg dan DeGroot, 2012), biasanya
berhubungan negatif dengan tindakan pro lingkungan, karena sering berkonflik langsung
dengan hasil lingkungan, cenderung mengorbankan lingkungan untuk kesenangan sendiri,
melayani diri sendiri, seringkali dengan mengorbankan, setidaknya tanpa memperhatikan
orang lain. untuk mempromosikan Kewarganegaraan Lingkungan, seseorang harus bertujuan
untuk pola nilai tertentu, di mana nilai altruistik dan biosfer bekerja bersama-sama untuk
menciptakan keterlibatan sosial dan individu yang sadar lingkungan. Perlu pernguatan dan
penegakkan nilai-nilai melalui, Pertama, sistem pendidikan yang secara konsisten memperkuat
nilai-nilai pro-lingkungan. Kedua, lingkungan perlu memperkuat dan memungkinkan perilaku
pro-lingkungan dan pada gilirannya memberikan penguatan untuk nilai-nilai pro-lingkungan
(Bardi dan Goodwin, 20m). Ketiga, menerapkan model prediksi, untuk memprediksi dan
menjelaskan tindakan yang relevan dengan Kewarganegaraan Lingkungan, yakni model Nilai-
Keyakinan-Norma, Values-Belief-Norm (VBN) (Stern, 2000; Stern et al, 1999) dan Teori Perilaku
Terencana, Theory of Planned Behavior (TPB) (Fishbein dan Ajzen, 2011; Ajzen, 1991).

Dalam upaya untuk meningkatkan level kewarganegaraan lingkungan, terutama
melahirkan perilaku keteraturan dan konsistenitas mahasiswa calon guru pendidikan
kewarganegaraan perlu dilakukan penanaman, pengembangan dan pembinaan nilai-nilai,
kompetensi, perilaku ekologis melalui variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap
penumbuhan kewarganegaraan lingkungan (Karatekin and Uysal, 2018), seperti tingkat
keinginan tahu terhadap lingkungan dan frekuensi partisipasi pada aktivitas-aktivitas
lingkungan. Selain itu kompetensi ekologis berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dapat
dibentuk melalui model-model pembelajaran, di antaranya model 11 pembelajaran kontekstual
dan berbasis problem (Pertiwi dan Samsuri, 2017), pengembangan komunitas warga negara
peduli lingkungan (Prasetiyo dan Budimansyah, 2016), strategi pembentukan kewarganegaraan
ekologis melalui persekolahan (Mariyani, 2017), rekontruksi kewarganegaraan ekologis melalui
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis ecoliteracy (Rondli dan Yuli. (2017), dan
menciptakan kewarganegaraan ekologis era digital (Jannah, 2018).

Simpulan

Tingkat Kompetensi Kewarganegaraan Ekologis guru PPKn, rata-rata umumnya berada
pada tingkat sedang, kecuali pada niat untuk bertindak di masa depan, terutama dalam
indikator sikap warga negara lingkungan yakni menggunakan lebih banyak sumber daya alam
daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang di masa
depan berada dalam tingkat yang sangat rendah. Tingkat Kewarganegaraan Lingkungan guru
PPKn belum mencapai tingkat yang memuaskan, karena masih masih berada pada tingkat
sedang dan rendah. Rekomendasi dalam penelitian ini perlu penguatan dan penegakkan nilai-
nilai ekologis melalui sistem pendidikan yang secara konsisten memperkuat nilai-nilai ekologis.
dan memungkinkan perilaku pro-lingkungan dan pada gilirannya memberikan penguatan
untuk nilai-nilai ekologis.
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